
 

 

 
    

 
 
 
 

WALI KO         WALI KOTA SEMARANG TA SEMARANG 

 

PROVINSI  JAWA TENGAH 
 

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG 
 

NOMOR  13  TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SEMARANG, 

 
Menimbang :  a.  bahwa sehubungan  dengan adanya penetapan dana 

transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan 

Non Fisik), Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau  

(DBH-CHT), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah 

kepada Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 

dan adanya keperluan mendesak yang belum tersedia 

anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya 

serta pergeseran internal dalam sub kegiatan yang sama 

dan dalam jenis belanja yang sama, maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 sebelum 

dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026; 

  b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, 

maka penyesuaian alokasi dana transfer yang berkaitan 

belanja wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud huruf 

a dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan 

Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  

Anggaran 2026; 

 



 

 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 
dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia  Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten 
Daerah Tingkat II Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

8.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 515); 

 

 



 

 

 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia      Nomor 4864) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      
Nomor 6793); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 158); 



 

 

 

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Semarang Nomor 143); 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 152); 

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran 

Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159); 

21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  

Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang 

Tahun 2023 Nomor 8); 

22. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2025 Nomor 61); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 61 TAHUN 2025 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang 
Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 62) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 
62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 
Kota ini. 

2. Ketentuan kode rekening program, kegiatan dan sub 
kegiatan pada: 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum; 

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 



 

 

 

f. Dinas Lingkungan Hidup; 

g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

h. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah; 

i. Dinas Pertanian; 

j. Dinas Perindustrian; 

k. Sekretariat Daerah; 

l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

m. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan 

n. Badan Pendapatan Daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali 
Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 
Pasal  II 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

      Ditetapkan di Semarang 
      pada tanggal 12 Maret 2025      

      WALI KOTA SEMARANG, 

 
            
 
 

         AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 
 

Diundangkan di Semarang 

pada tanggal  

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA SEMARANG, 
 

 
 
 
BUDI PRAKOSA 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 13 


